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BAB II 

ANAK, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK, TINDAK PIDANA, 

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

 

A. Pengertian Anak 

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi 

anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan 

usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat 

dikategorikan sebagai anak.1 

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan 

dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok 

rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak 

anak menjadi penting diprioritaskan.2 

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi.Secara 

awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat 

hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan 

perkawinan. 

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang 

belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah 

umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa 

disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali 

(minderjarige under voordij). 

                                                           
1 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan 

Penanggulangannya,Selaras, Malang, 2010, hlm.11. 
2 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 

Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. 
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Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia 

kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, 

waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan 

yang digunakan untuk menentukan umur anak.  

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan 

dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban 

pidana (criminal responsibility) terhadap seorang anak yang 

melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah 

seorang anak yang berprilaku kriminal dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana.3 

 

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan 

penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai 

berikut: Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak 

diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali 

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah 

diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang 

belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu 

mental, fisik masih belum dewasa. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia 

menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia 

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak 

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya.  

                                                           
3 Paulus Hadisuprapto, Op.Cit, hlm.1. 



33 
 

 
 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum 

Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap 

telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang 

dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.  

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada 

kepentingannya. 

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata 

Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang 

dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan 

hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 

(tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak 

adalah relatif tergantung pada kepentingannya.4 

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan 

perudang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:  

a. Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai 

setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali 

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah 

diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah 

mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena 

                                                           
4 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, 

hlm.50. 
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peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum 

dewasa. 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara 

anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

d. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilihan 

umum (pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh 

belas) tahun. 

e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun termasuh anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan 

ini diambil dari Convention on the Right of the Child, yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 

1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.  

f. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalahseseorang 
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yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pernah kawin.  

g. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarkatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang 

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak 

paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang 

dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan 

belas) tahun.  

h. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 

2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang 

selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan 

tindak pidana.  

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan 

yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat 

keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan 

pada saat produk hukum tersebut dibuat. 

Pengertian anak menurut perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian 

anak, diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa 

anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan belum kawin. 

b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum pernah kawin. 

c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada 

dalam kandungan. 

d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dinyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian 

mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat 

memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) 

dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan 

perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa 

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 



37 
 

 
 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun. 

e. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan 

belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam 

menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena 

melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 

45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak 

adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas 

tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara 

pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan 

kepada orang tuanya, walinya pemeliharaannya dengan tidak 

dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan 

kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. 

f. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan 

bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 

genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. 

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum 

positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku 

universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang 

anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan 

sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma 
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Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap 

perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia 

terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak 

berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun. 

 

B. Hak dan Kewajiban Anak 

“Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-

anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi 

anak-anak Indonesia.Agar perlindungan hak-hak anak 

dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka 

diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan 

perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya 

oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.5 

 

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-

anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah 

ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah 

terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan 

tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain : 

a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135. 

                                                           
5Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 

2013, hlm. 49-54.  
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c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 

1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-

Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 

Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. 

e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha 

perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik 

oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha 

tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini 

disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada 

pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan 

mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang telah ada. 

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “anak-

anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus 
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memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan 

sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, 

mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas 

dan bermartabat.” 

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna 

mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti 

permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, 

dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam 

proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya 

interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling 

mempengaruhi. 

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, 

ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat 

mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan 

melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud 

dalam menyusun data sosial oleh probation officer (petugas Balai Bispa) 

sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta 

motivasi dan tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah 

suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan 

situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi 

terhadap anak agar dapat menginterprestasikan kepribadiannya. 

Prinsip-prinsip Dasar KHA telah diadopsi oleh Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa 

penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar 

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi :6 

a. non diskriminasi, 

b. kepentingan yang terbaik bagi anak, 

c.  hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan, 

d. penghargaan terhadap pendapat anak. 

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan 

membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat 

fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang 

berkualifikasi.Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan 

hak dan kewajiban seimbang.Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak 

yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan 

perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris 

bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, 

kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia 

tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya 

diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain : 

a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah. 

b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa. 

                                                           
6Ibid, hlm. 130. 
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c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli. 

d. Suasana Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga 

anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah 

bahasa yang dimengerti anak. 

e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan 

sosialnya. 

f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas 

kerugian atas penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP). 

g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi 

oleh orang tua/wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-

orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan 

anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, 

kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak 

boleh diumumkan. 

h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai 

pakaian bebas resmi. 

i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya 

persiapan yang matang sebelum sidang dimulai. 

j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk 

Hakim Jaksa, petugas Bispa dan untuk arsip. 
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k. Jika Hakim memutu perkarat anak harus masuk ke Lembaga 

Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan 

hak-haknya. 

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, 

dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan 

pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan 

mempunyai suatu motivasi tertentu. 

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah : 

a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah. 

b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang 

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. 

c. Hak mendapat pendaming dari penasihat hukum. 

d. Hak mendapatkan fasilitas transfort serta penyuluhan dalam ikut 

serta memperlancar pemeriksaan. 

e. Hak untuk menyatakan pendapat. 

f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 

g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan. 

h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya 

persiapan yang matang sebelum sidang dimulai. 

i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya. 

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak 

anak dalam peradilan pidana adalah : 
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a. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran Agama, nilai-nilai 

sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak 

anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak). 

b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah 

permasalah nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara 

bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental. 

c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak 

termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, 

usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap 

kepentingan anak. 

d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha 

nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak. 

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak 

anak dalam peradilan pidana anak adalah : 

a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, 

pengawasan dan pencegahan yang merupkan perwujudan usaha-

usaha perlindungan anak. 

b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan 

permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena 

merupakan tanggung jawab nasional. 

Hak dan kewajiban Anak berdasar UU no 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak: 
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1) Pasal 4: Setiap anak  berhak untuk dapat hidup,tumbuh dan berkembang 

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

2) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status kewarganegarannya. 

3) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir 

dan berekspresi sesuai dengan tingakat kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua. 

4) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya 

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak 

dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan 

terlantar maka anak tersebut berhak diasuh  atau diangkat sebagai 

anak asuh atau anak anagkat oleh orang lain sesuai ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

5) Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan  kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mentalSpiritual dan social. 

6) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak 

sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak. 
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7) Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya  menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai nilai kesusilaan dan kepatutan. 

8) Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya  menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai nilai kesusilaan dan kepatutan. 

9) Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya  menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai nilai kesusilaan dan kepatutan. 

10) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali 

atau pihak lain manapun yang berTanggung jawab atas pengasuhan 

berhak mendapat  perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi 

Beksploitasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman 

kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah 

lainnya.  

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak : 

1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya, 
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2) Dipisahkan dari orang dewasa, 

3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, 

4) Melakukan kegiatan rekreasional, 

5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau 

martabatnya, 

6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, 

7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, 

8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, 

9) Tidak dipublikasikan identitasnya, 

10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak, 

11) Memperoleh advokasi, 

12) Memperoleh kehidupan pribadi, 

13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, 

14) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, 

dan 

15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: 
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(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila 

keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan 

masyarakat.  

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak 

paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.  

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak 

berumur 18 (delapan belas) tahun.  

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

sistem Pendidikan Nasional 

1) Pasal 12 Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 

berhak untuk : 

a) Mendapat pendidikan agama sesuai yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik seagama 

b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat minat dan 

kemampuannya 

c) Mendapat beasiswa bagi anak yang berprestasi yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 

d) Membiayai pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya 

e) pindah ke program pendidikan pad jalur dan satuan 

pendidikan lain yang setara 

f) Menyelesaikan program pendidikan  sesuai dengan kecepatan 

belajart masing masing dan tidak menyimpang dari ketentuan 

batas waktu yang ditetapkan. 

Kewajiban Negara 
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1) (Menurut UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat 4 ) 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia  adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. 

2) Pasal71 Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, 

melindungi, menegakan,  dan memajukan hak asasi 

manusia  yang diatur dalam undang-undang ini,  peraturan 

perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak 

asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. 

3) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah-langkah 

implementai yang efektif dalam bidang hukum, politik, 

ekonomi,sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan 

bidang lain (Pasal 72 UU 39/1999) 

1. Kategori anak yang berhadapan dengan hukum 

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat istilah-

istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang 

Pengadilan Anak, yaitu :7 

a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana. 

b. Anak nakal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, 

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak 

                                                           
7Ibid, hlm. 166-167. 
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digunakan lagi. Diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum 

yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, 

yang diduga melakukan tindak pidana. 

c. Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana adalah 

orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 

d. Anak saksi adalah orang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri. 

2. Perlindungan anak pelaku, anak korban, anak saksi 

a. Perlindungan anak sebagai pelaku 

Penanganan anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari 

tindakan                     yang paling cocok bagi perlindungan dan 

pembinaan anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap perkara anak, 

hakim menentukan pilihan sebagai berikut: 

1) Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu 

menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. 

Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap 



51 
 

 
 

perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau dianggap 

kasusnya ringan 

2) Tindakan Perlindungan terdiri dari:  

a) Menyerahkan anak kepadaSekolah Pendidikan Anak 

b) Menyerahkan kepada Panti Pelatihandan Latihan Anak 

c) Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan 

dan bimbingan oleh pekerja sosial  

d) Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara 

yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama 

sebagaimana perkara orangdewasa dan menyerahkan ke 

Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak merupakan 

acara kesejahteraan 

C. Hukum Pidana Anak 

1. Pengetian Hukum Pidana, menurut beberapa ahli : 8 

Menurut E. Mezger : 

“Hukum pidana adalah aturan hukum yang 

mengikatkan kepada suatu perbuatan yang 

memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa 

pidana” 

Menurut W.F.C. van Hattum : 9 

“Hukum pidana adalah suatu keseluruhan azas dan peraturan yang diikuti 

oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu 

sebagai pemelihara ketertiban melarang dilakukannya tindakan yang bersifat 

                                                           
8Tien Hulukati,dan Gialdah Tapiansari, Hukum Pidana: Jilid 1 Cetakan Kedua, 

Universitas Pasundan, Bandung, 2012, hlm. 2. 
9Ibid, hlm 3 
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melanggar hukum, dan mengaitkan pelanggarannya dengan penderitaan 

khusus berupa pemidanaan” 

Menurut van Hammel :10 

“Hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh 

Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan 

melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan 

suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut)” 

Menurut Simons, Hukum pidana adalah : 

a. Keseluruhan larangan atau penderitaan yang oleh Negara diancam 

dengan nestapa yaitu “pidana” apabila tidak ditaati, 

b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 

penjatuhan pidana, dan 

c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan 

dan penerapan pidana. 

Menurut W.L.G. Lemaire :11 

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan 

larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi 

berupa pemidanaan yaitu suatu penderitaan khusus. Dapat dikatakan bahwa 

hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap 

suatu tindakan yaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan dalam 

                                                           
10 Ibid, hlm 4 
 
11 Ibid, hlm 5 
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keadaan bagaimana pidana dapat dijatuhkan, serta pidana apa yang dapat 

dijatuhkan” 

Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum 

yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan 

untuk : 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar larangan tersebut. 

 

D. Tindak Pidana 

Menurut C.S.T Kansil :12 

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah 

sebagai terjemahan dari istilah  bahasa  Belanda   

“strafbaar  feit”.   Dalam  bahasa  Indonesia  disamping   

istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan  strafbaar feit  

atau  delict  dikenal juga  beberapa  terjemahan  lain  tindak  

pidana,  perbuatan  pidana,  perbuatan  yang  boleh  

dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum 

 Menurut Adami Khazawi :13 

“Strafbaar feit,  terdiri dari tiga kata, yakni  Straf, baar,  dan  

feit. Secara  literlijk, kata  “straf'  artinya  pidana,  “baar”  

artinya  dapat  atau  boleh  dan  `feit”  adalah  perbuatan.  

Dalam  kaitannya  dengan  istilah strafbaarfeit secara  utuh,  

ternyata  straf diterjemahkan  juga  dengan  kata  hukum. 

                                                           
12 C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004,  Pokok-PokokHukum Pidana,  cet. Ke1,  
Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 37 
13 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 69 
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Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari 

kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang 

sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “baar”,ada 

dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk 

kata feit digunakan  empat  istilah,  yakni:  tindak  

peristiwa,  pelangaran,  dan  perbuatan.  Secara literlijk 

memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan 

perbuatan”. 

Jika  dikaji  dari  latar  belakang  maka,  istilah  tindak  pidana  merupakan  

salinan  dari  istilah  “strafbaar  feit”  yang  maknanya  telah  disamakan,  

sehingga  sama   halnya   dengan   istilah   lain   seperti   peristiwa   pidana.   

Menurut   Simons  pengertian  melawan  hukum,  yang  berhubungan  dengan  

kesalahan  dan  yang  dilakukan    oleh    orang    mampu    bertanggung    

jawab.  Selanjutnya    Simons  menguraikan  adanya  unsur  objektif  dan  

unsur  subjektif  dalam  strafbaar  feit.  Unsur  objektifnya  adalah  perbuatan  

orang,  akibat  yang  kelihatan  dari  perbuatan  itu   dan   ada   keadaan   

tertentu   yang   menyertai   perbuatan,   sedangkan   unsur   subjektifnya  

yaitu  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab  dan  adanya  kesalahan.  

Berdasarkan   definisi   yang   diutarakan   oeh   Simons   tersebut,   maka   

dapat   disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :  

1. Perbuatan  manusia  (positif  atau  negatif,  berbuat  atau  tidak  berbuat  

atau   membiarkan);  

2. Diancam dengan pidana;   

3. Melawan hukum;  

4. Dilakukan dengan kesalahan;  

5. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab. 

E. Teori Viktimologi 
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Sebelum membahas tentang Viktimologi maka perlu kiranya 

memahami korban itu sendiri. Untuk memberikan pengertian tentang 

korban tidak mudah, seperti dikemukakan Kindren, bahwa untuk sampai 

pada pemberian definisi yang tepat mengenai korban, maka harus 

memenuhi kriteria benar-benar sebagai korban. Sebab hal ini akan 

membawa konotasi crime without victim (Kejahatan tanpa korban). 

Dengan demikian perlu adanya identifikasi serta verivikasi kriteria 

korban secara jelas. Konsep “korban” telah terdapat sejak jaman Hebrew 

kuno. Pengertian aslinya berasal dari ide ‘pengorbanan’ atau 

‘pengkambinghitaman’ mengeksekusi atau membuang orang atau 

binatang guna memuaskan dewa-dewi atau penguasa bumi. 

Menurut Barda Nawawi :14 

“bahwa korban ialah orang, baik secara individu maupun 

kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak 

berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di 

suatu negara., termasuk peraturan-peraturan yang melarang 

penyalahgunaan kekuasaan. Selaian itu korban termasuk 

juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-

perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan 

pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, 

tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma 

hak asasi manusia yang diakui secara internasional”. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan 

sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku kejahatan itu sudah diketahui 

ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga 

antara pelaku dan korban. Isitilah korban juga dapat mencakup keluarga 

                                                           
14 Nawawi, Barda. .Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.,Bandung,1998 hlm 13 
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dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-

orang yang menderita tanggungan korban dan juga orang-orang yang 

menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Korban 

tidak hanya selalu orang perorang tetapi juga merupakan suatu kelompok, 

korporasi, badan hukum dan organisasi walaupun dalam kenyatannya yang 

mengalami dan merusaknya adalah para oknum atau anggota kelompok itu 

sendiri. Untuk itu pihak yang menderita perlu mendapat kompensasi 

(penyetaraan hak), rehabilitasi (pemulihan hak) dan restitusi (pengembalian 

hak) dari penderitaannya. 

Setelah kita memahami arti Korban, maka yang selanjutnya yang kita 

pahami adalah Viktimologi. Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi adalah 

ilmu atau dsiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. 

Menurut Arif Gosita :15 

“bahwaViktimologi merupakan bagian dari Kriminologi yang 

mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau 

pengorbanan kriminal (viktimasi kirminal) dan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara 

lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor 

viktimogen atau krimonegen (menimbulkan korban dan 

kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan 

perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, 

kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi dan kerugian 

moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali 

dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga 

seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembinaan 

permasyarakatan”. 

                                                           
15 Arief Goesita, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 4 Nomor 1 hlm.63,2013 
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Pada awalnya, di tahun 1880-an, viktimologi adalah sekadar studi kejahatan 

yang mempergunakan perspektif korban. Perhatian terhadap korban 

kejahatan baru dimulai pada tahun 1937, yang diawali oleh Mendelsohn 

yang menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban, istilah 

Viktimologi baru muncul pada tahun 1947 setelah diperkenalkan oleh 

Mendelsohn. Sebelumnya pada tahun 1941, Hans von Henting menulis 

sebuah atikel tentang korban yang berjudul Remaks on Interaction of 

Perpretator and Victim. 

Kejahatan bila dipandang dari kacamata Viktimologi maka unsur-

unsurnya tidak hanya meliputi pegertian unsur kejahatan secara yuridis, 

sosiologis dan kriminologis tetapi lebih luas lagi yakni meliputi korban dan 

segala aspeknya. 

Menurut Wolfgang :16 

“melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa korban turut 

serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Banyak 

pembunuhan yang dikontribusikan oleh korban sebenarnya 

disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri 

untuk bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakakan diri sendiri 

Sedangkan Stephan Schafer memandang Viktimologi pada 

bagimana korban secara disadari atau tidak menyumbang pada 

viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian 

tanggungjawab dengan pelaku (dalam kasus-kasus tertentu). 

Pengkajian kejahatan dari sudut pandang Viktimologi sebagai 

gejala sosial, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai 

dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya”. 

                                                           
16 Soeparman, et all, Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi, 
Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007 



58 
 

 
 

Stephan Schafer, mengemukakan beberapa tipologi korban :17 

1. Unrelated Victims 

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, 

kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. 

Menurutnya semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. 

Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa 

memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan 

dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak 

penjahat. 

2. Provocative Victims 

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya 

menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal 

ini korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai affair dengan 

orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak 

korban dan pelaku. 

 

3. Participating Victims 

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, 

tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku 

untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : berjalan sendiri di tempat 

gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. 

Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 

 

4. Biologically Weak Victims 

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang 

menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak 

kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini 

pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat 

karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya. 

 

5. Socially Weak Victims 

                                                           
17 Mudzakir, Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Disertasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia,  Hal. 39 
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Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat 

luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para imigran, 

penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunya 

kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini 

pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat. 

 

6. Self Victimizing Victims 

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. 

Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan 

tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan 

tanpa korban yaitu penjahat dan korban. Contoh : pecandu obat bius, 

alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini pertanggungjawaban terletak 

penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban. 

 

7. Political Victims 

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara 

sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan. 


